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Klaster 1
Langkah Umum IMPLEMENTASI

Sesuai KHA Pasal 4, 42, dan 44 paragraf 6
Memperhatikan:

-Komentar Umum Komite No 16 (2013) tentang Kewajiban 
Negara terkait Dampak Sektor Bisnis terhadap Hak Anak



CLUSTER I

LANGKAH-LANGKAH  UMUM  

IMPLEMENTASI

44 42

4

Negara berkewajiban 
menyebarluaskan isi KHA 
dan diketahui secara luas :
Dewasa, Anak.

Negara berkewajiban membuat 
Report : PBB, Masyarakat

INITIAL REPORT

PERIODIC REPORT

NEGARA

Negara berkewajiban 
mengambil langkah-langkah :

 Legislatif
Administratif
 Dan Langkah-langkah lain

(MAXIMUM EXTENT OF AVAILABLE RESOURCES)



Pemerintah harus melakukan
semua yang mereka bisa untuk
memastikan bahwa setiap anak

di negara mereka dapat
menikmati semua hak dalam

Konvensi ini.

Dok. Unicef, 2019



Pasal
4

• mengambil upaya legislatif, administratif, dan  upaya 
lain  menerapkan hak yang diakui  dalam KHA.

• Sehubungan dengan hak ekonomi, sosial, dan  
budaya  mengambil upaya semaksimal  mungkin 
berdasarkan sumber yang tersedia,  dan jika 
diperlukan, dalam kerangka kerjasama  
internasional.



ADD A FOOTER 7



Pemerintah harus secara
aktif memberi tahu anak-

anak dan orang dewasa
tentang Konvensi ini

sehingga semua orang 
tahu tentang hak-hak

anak.

Dok. Unicef, 2019



Pasal
42

berupaya agar prinsip dan  
ketentuan KHA diketahui secara  
luas oleh orang dewasa dan  
anak melalui cara yang tepat  
dan aktif.



Pasal
44

• 6. Negara-negara Peserta akan  
menyediakan laporan-laporan  
mereka secara luas bagi  
masyarakat di Negara mereka  
sendiri.



Artikel-artikel ini menjelaskan 
bagaimana pemerintah, PBB -

termasuk Komite Hak-hak 
Anak dan UNICEF - dan 

organisasi lain bekerja untuk 
memastikan semua anak 

menikmati semua hak mereka.

Dok. Unicef, 2019


